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ABSTRACT

" LEGAL ASPECTS OF INSTITUTIONAL COORDINATION ON THE
INTEGRATED NORTH COASTAL ZONE OE:CENTRAL JAVA MANAGEMENT

(Dadang Siswanto, Suparno, L Tri Setyowanto, Joko Setiono,
Elfia Faridha )
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The utilization of resuurces at the North Coastal of
Central Java recently uncreases, sugh at Fishering activitieés
at the shallow water, tranportation activities, toursm and the
multi function activities,

The utilizarion "Integrated Coastel 7Zone Management"
concept 1s relevant to the conservation of the sea as a sepa-
rate activities or in connection with the utilization of other

coastal,
The. Research is to find informstion on the utilization

Integreted Coastal Zone Managament?at the North Coastel of the
Central Java,
The method approach is Yuridis Sociologis.
In The Fgct, is still takes places overlaping intergency in
connection with the ultilazation of the resources due to the
interest of the intitution respectively.
The emerging problems: is-a as. £f31llow.:
1.Program and coastal development project based under ge€to-
ral approach ;
2.Bgo sectoral
The coorporation between Pemda Dati I Jawa Tengah
and the relevant instutition base on :
1.Ground~Act 1945,. articles18- =7, "t ./
2.Local Goverhmeht “Fundsmentals, -Att:no 5, 3974
%3,3pace Stucture Act no 14 , 1992 _
4, The Local Regulationlof Cehtral Java Province no 2, 1994
concenn The Basic concept of Regional Development of Cen-
tral Java Province,



.. Natiohal Coordination meeting on the living Fnvéronment
mansgament and subtanable Development concen the the
National of Policy and Strategl on Development Long Time
IT (Years 1994/1995 - 2019/2020 )



AABT R AK ST.
"ASPEK-ASPEK HUKUM KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PENBELOLAAN
WILAYAH PANTAL UTARA JAWA TENGAN SECARA TERPADU

(Dadang Siswanto, Supsrno, L Tri Setyowanto, Joko S,

Pemanfastan sumber daya alam #i wilayah pantal utara Ja-
wa Tengah dewasa ini semakin meninrkat, senerti kegiatan pe-
nangkapan ikan di werairandangkal, kegiatan transportasi, a-
7ro industri, pusat rekreasi dan pariwisata serta kegiatan-
kegiatan multi fungsi.

Penggunaan konsep "Integrated Coastal Zone Managament "
berksitan erat denhgan kegiatan perlindungan dan nemelihbraan
kelsstarian laut atau lingkungan lsut sebagali suatu bentuk
kegiatan tersendiri maupun dalam hubungan dengan kegiatan-ke-
giatan pemanfaatan wilayah psntai lainnys.

Tujuan peneliti-rn ini untuk mengetahui penggunaan konsep
"Integrated Coastal Zone Management ' dalam pengelolaan wilas-
yah Pantai Utara Jawa Tengah,

"etode Pendekatan adalah Wuridis Sociologis

DNalah kenyataan- menunjukan mnsih adanya konflik dari
herbagal kepeniingan dalam pemanfaatan sumber daya alam wila-
yah pantai jawa tengah, yang didasarvan pada kepentihgan ma-=-
sing+masin® instansl yang terkait dalam pemgelola-n wilayah
pantai.

Masalah-masalah tersebut timbul sebagai akibat dari :
l.Program dan proyek pengembangan sumber daya wilayah pantai

dan laut pantai dli des~rkan pada pendektan secara sektoral

2. Ego scktoral

Kerjasama antar Peme~intah Daerah Tirigkat T Jawa Tengah
dengan instansi terkait, didasarkan -pada Letentusn-ketentuan
sebagal berikut :
1.U0D 1945 pasal 18

2.,U0 no 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintshan di Daersh



3.UU0 no 14 tahun 1992 tentang Tata Ruang
L .Peraturan NDaerah Tingkat I Propinsi Jaws Tengsh no 2 th 1994
tentang Psla Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa

Tengah tahun 1994/1995-1998/1999

5.Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Berkelanjutan tahun 1994 tentang Kebijakan can
Strategl Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Palam Pem -
bangunan Jangka Panjang kedua (1994/1995-2019/2020 ).



BAB I
: " PENDAHULU AN

A.Latar Belakang Penelitian

Secara geografis wilayah pantai utara Jawa Tengah ter-
bentang dengan batas-batas dari kabupaten Brebes di sebelah
barat sampai kabupaten Rembangidi-sebelah timur, yang mencae
kup wilayah 10 kabupaten. Pantsi utara Jaws Tengah ssbagal
baglian darl pantai utara Jawa, meénghadap ke laut Jawa, yang
merupakan perairan kepulasttan berdasarkan UU no 6 tahun 1996
tentang Perairan Indonesia. Sebagal perairan kepulausn, maka
laut Jaws meéerupakan bagisn integral dari wilayah daratan In-
donesia, sehingga merupakan bagisn darli perairan Indonesia
yang berada di bawsh kedaultaran Indonesia ( Pasal 2 ayat 2
UU no 6 tahun 1996 ). _

Sudah sejak dahulu wilayah pesisir dan psntai (coastal

zone), termasik laut psntal (Coastal sea ) yaitu bagisn laut
yang berbatasan dengan dan dekat pantai, merupsksn wilayash
sebagal sumber bahan makanan bagi rakyat terutama kekayaan
biologl laut dan protein iksh laut.
Di Pantai utara Jawa Tengah keglatan perikanan rakyat mengwa
gunakan slat tangkap atau persngkap yang sederhana/ tradisi-
onal. Sedangkan kegiatan nelayan ekonomi lemah untuk memenu-
hi kebutuhan hidupnya, dengan menggunskan kapal penangkap i=-
kan sederhana yang depat mencapai jarak cukup jauh, meski -
pun waktu melautnya tidak lama.

Pesrkembangan fungsi wilayah pantaiegeperti sekarang 1i-
ni, wilayah pantal bukan hanyas menjadi bempat pengambilan
sumber bahan makanan saja, tetapi telah berkembang secars
multi fungsi. |
Dalam rangka pembangunan ekonomi, wilayah pantail digunakan
pula untuk kegistan-kegiatan industri, transportasi, agro-
industri, budidaya laut ( aquaBulture), pusat rekressi dan
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pariwisata, pemukiman dan pembuangan sampah, serta kegiaten
lainnya seperti kegiatan perlindungsn dan pemeliharaan kéis-
lestarian lingkungan laut.

Pengembangan sumber daya alam wilayah pesisir dan pan-
tal dalam pembangungan jangka panjang pertama ( PJP I ) un-
tuk menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia telah menye-
beabkan penurtinan kualitas lingkungsnnya. Dengan demikian te-
lah menimbulkan masalah polusi, perusakan fisik dari hutan
bakau, terumbu karang, pésisir dan habitat-habitatnya, ser-
ta penangkapan ikan yeng berlebihan pada tingkat yang mem-
bahayakan kapasitas laut dan daerah pesisir { Kantor Mentes'
ri Negara Lingkungan Hidup, 1996 : Bab 18-11 ).

Usaha perikansn selams ini lebih banyak berorentasi
pada perikanan pesielr dan pantal, yeng mencakup sebagian
besar daerah Indonesia bagian barat dan sebagisn Indohesia
bagian Timur, Penangkapan ikan di dserah pesisir dan pantal
dan usaha kultivasi dewasa ini, lebih banyak dilakukan di-
sepanjang pesisir pantai utara Jswa dan Sumatera dengan ko-
ta besar sebaga pasar utamanya. Bahkan telah disinyalir baha#
wa tingkat eksploitasi di wilayah pesisir jawa dan Sumatera
telah mencapai tingkat maksimum ( JL.Narere , 1988 :73 )

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wilayah nantal
utara Jawa Tengah dewasa ini semakin meningkat seperti ke-
giatan penhangkapan ikan di perairan dangkal, perusskan ko-
munitas terumbu karang (coral reefs) untuk keperluan indus-
tri teraso, budidays udang dan lain-lsinnya. Dalam kenyata-
annya wilayah pantsl sepanjang Jepara, Demsk, Patl, Rembang
dan Pekalongan di wilaysh pantal utara Jaws Tengah dewasa
ini cukup memprihatikan sebagal akibat tindskan pengambil
on karang-karang yang tidak terkendali. Demikian pula telah
terjadi konflik berbagai kepentingan didalsm pemanfa¥tan
sumber daya alam wilayah pantal utara Jawa Tengah yang di -
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desarkan pada berbagai kepentingan dari masing-masing ins -
tansl terkait sebagai skibat kewenang pada peéengelolsan wi -
layah pantai di Jawa Tengah,

Masalash-masalah tersebut timbul karens pada umumnya pro-

gram dan proyek pehgembangan sumber daya alam wilayah pantai
dan laut pantai didasarkan pada pendek#itan sektoral.
Demikian pula lemahnya koordinasi dan kerjasama diantara ba-
dan-badan sektoral dan antsra Pemerintah Pusat dengan Peme-
rintsh Daerah, telah mengakibatkan terjadinya tumpang tin -
dih (Overlaping ) dan duplikssi mengensi usaha-usgaha di bi-
dang pengumpulan datsa, pelaksanaan proyek dan pemberlakuan
peraturan. Hal ini ditunhjang oleh kenyataan bahwa pars pe =
rehcata, péngambil keputusan dan pémaksi sumbér dayas ke -
lautan di Indonesisa Pada ugumnya menganggap sumber daya wi-
layah pantai seperti ikan dan hutan bakau yang dapst diper-
barul adalah kurang berharga dibandingkan dengan sumber da=-
ya yang tidak dapat diperbaruhi seperti minysk dan gas bumi
serta mineral-mineral lainnya, '

Dalam hal ini sebenarnya telah terdapat perangkat hu-
kum yang berupa Undang-undang dan peraturan lainnya di Indo-
nesia mengenal pengelolaan dsn pemanfastan sumber days laut
secara berkesinambungan, Undang-undang tersebut diantaranys
UU no 4 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Pengelolasn Lingkung-
an Hidup yang sekarang telah diperbaruhi dengan UU no 23 ta-
hun 1997, UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Peratur-
an peleksananya. Dalam konsepsi idealnya, pengelolasn wila-
yah pantal dan laut pantal memang harus dilaksanskan secara
terpadu (integrated coastal Zone management ) ysng dimaksud
agar pemanfaatan dan pengambilan kekayaan alam hayati dan

nabati dapat dilakukan secara berkesinambungan dan agar te~::.

tap depat terus terpeliharsnya lingkungan wilayah pantail
dan pantai sebara Yestari.
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Penggunaan konsep "integrated soastal Zone Management " ber-
kaitan erat dengan keglstan perlindungsn dan pemeliharasn keles -
taralan laut atau lingkungan laut, sebagal suatu bentuk kegiatan
tersendiri maupun kegiatan dalam hubungannya denan kegiatan -Ke =
giatan pemanfastan sumber daya wilayash pantail lainnya. Semus ke -
gliatan péemanfaatan wilayah pantal meme®lukan kewensngan pemerin -
tah Daersh Tingkat I sebagai mitra Departemen atau instsnsi Pusat
yang melaksamakan di sektor masing-masing.,

Di bidang periksnan misalnya, pemerintah Daerah Tingkat I menm-
punyal kewenangen untuk mengurus perikanan rakyat dan perikanan
pantai, sehingga memerlukan pula kewenganauntuk melakukan pengelo-~
laan wilayah pantal dan leut pantai dalam rangks kepentinhgan per-
lindungan dan pelestarian lingkungan laut, Dslm hal ini Pmerintah
Daerah memang beérkepentingasn dalam ussha pengelolasan wilaysh pan-
tal yang berkaitan dengan hajat hidup penduduk psntai di wilaysh-
nya.

Konsep pengélolaan wilayah pantal secara terpedu tersebut me-
merlukan koordinasl yang mapsn secara lintas sektoral yang dida -
sarkan peda ketentuan hukum yang berlsku. Pengertian terpasdu di-
sini adalah keterpadusn antara penggunsan wilaysh pantal dan laut
pantai oleh Dinas yang berads di bawsh kewenangsan instasi pusat
dengan Pemerintah Daersh Tingkat I Propinsi Jawa Tengsh khususnya.
Demikian pula dapat bersrti keterpaduan antars instansi-instansi
Pusat yang mempunyai kewenangan atau kepentingan di daersh, deng-
an Pemerintsh Daersh Tihngkat I yang memptunyali kewenangah mengurus
wilayah pantai dan lsut pantai yang didasarkan pada undang-undang
yang berlaku ( Mochtar Kusumaatmadja, 1996 : 18).

Pengelolaan wilaysh pantai dan laut pantai utara Jawa Tengah
gelama ini memsng telah memperlihatkan kerjasama yang cukup baik
antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan instansi
terkait, seperti dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup,
Departemen Pertsnian, Departemen Kehutanan, Departemen Perhubung-
an, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Pa-
riwisata Pos dan Telekomunikasi.



Dalam kenyataannya kerjasama snbara Pemerints Dgerah -
Tingkat T Propinsi Jawa Tengah dengan Departemen atau instan-
sl terkait tersebut belum diikuti dengan adanys koordinasi
pengelolasn wilayah pantal utara Jawa Tgngah , ysng didasar-
kan pada mekanisme yang Jelas. Sehingga berdasarkan pada u~
rain-urain tersebut di muka, maka perlu dilakukan peneliti-
an untuk membahas studi ilmu hukum mengenai koordinasi ke -
lembagaan dalam pengelolasn wilayah pantai utara Jawa Tengsh
secara terpadu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan ursian dalam latar belakang penelitian se-
perti tersebut di muka, maka permasalahan yang disjukan da-
lam penelitian ini asdalah :

1. Sampal sejauh manakah pengelolesan wilayah pantai Utars
Jawa Tengah menggunakan konsep "Pengelolsen Wilsyah Pan-~
tai Secars Terpadu " (Integrated Coastal Zone Management) ?

2. Apgkah yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum yang
digunakan dalam mengkoordinasikan keglatan pengelolaan
wilayah pantsi utara Jawa Tehgsh secara terpadu ?

3. Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelak -
sanaan kérjasama dan kowrdinasi pengelolasan wilayah pan~
tal utara Jawa Tengah secara terpadu ?

4, Bagaimanaksh upaya-upays secara yuridis ysng dilakukan
untuk mewujudkan dan meningkatksn mekanisme koordinasi
dalam pengelolaan wilsysah pantai utara Jawa Tengah secs-
ra terpadu ?



C. Sistematika Uraian

Sistematika penulisan laporan haeil penelitian ini ter-
diri dari : Bab I Pendshuluan ysng berisi tentang sub A, La-
tar Belaksng Penelitian Sub B, Perumusan Masalah dsn Sub C.
Sitematikan Uraian, Bab II Tinjauan Pustska. Bab III Tujuan
dan Manfsat Penelitian. Bab IV Metode Penelitian. Bgb V Ha-
51l dan Pembshasan, Bsb VI Kesimpulan dsn Saran.





